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ABSTRAK 
 
RISNAWATI (B111 10 330), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis 
Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks)“ dibawah bimbingan Aswanto selaku 
Pembimbing I dan Amir Ilyas selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 761/Pid.B/2013/ 
PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negri Makassar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara langsung dengan narasumber.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (I)Penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus 
putusan nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai karena telah 
memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak.  Serta selama pemeriksaan di 
persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan 
harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. (II) 
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
tindak pidan persetubuhan terhadap anak dalam studi kasus putusan 
nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks Telah sesuai dengan ketentuan dalam 
pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah 
keyakinan hakim.  Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat  
dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis 
hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak. Serta hakim telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan  
martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya,  
termasuk menjamin perlindungan anak. Anak adalah suatu karunia Tuhan  
Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat  
yang di milik oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus  
mendapatkan suatu perlindungan hukum agar dapat terlindungi hak-haknya, 
sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah 
generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin 
kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. 
Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya 
berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan 
terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan 
kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau 
seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. 
Merajalelanya kejahatan terhadap kesusialaan semakin mencemaskan 
masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang 
sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaiman diketahui, tindak 
pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
agama dan kesusialaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang 
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secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya 
orang dewasa. 
Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset 
bangsa yang harus dilindungi. Anak harus mendapatkan perlindungan dari 
segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.  
Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak 
Nomor 23 tahun 2002 selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang 
Kesejahtraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak.  
Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana 
memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga 
hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. 
Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku 
kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang 
serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena 
suatu ancaman sanksi yang cukup berat. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik 
untuk membahas skripsi dengan “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Persetubuhan Terhadap Anak” (Studi Kasus Putusan No. 
761/Pid.B/2013/PN. Makassar).  
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor : 
761/Pid.B/2013/PN.Mks?  
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi 
kasus putusan Nomor: 761/Pid.B/2013/PN. Mksr? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana persetubuhan terhadap studi kasus putusan Nomor: 
761/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi 
kasus putusan Nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :  
1. Secara Akademis/Teoritis  
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi 
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia 
terutama masalah yang menyangkut tindak pidana kesusilaan 
terhadap anak . 
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2. Secara Praktis  
Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegakan 
hukum di Indonesia serta upaya penyelesaikan permasalahan tindak 
pidana kesusilaan terhadap anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian 
1. Persetubuhan 
Menurut R.soesilo (1995 :167) persetubuhan ialah : 
“perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki 
harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga 
mengeluarkan air mani”. 
 
Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai 
arrest hoge read sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin Farid, 2007:339) 
disebutkan : 
“tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan 
perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan 
kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam 
kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa 
perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya 
kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu 
belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.  
 
 Namuan Andi Zainal Abidin Farid, (2007;396) berpendapat bahwa 
persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-
laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak. 
Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa 
“persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis klamin 
yang berbeda, yaitu jenis klamin laku-laki dan jenis kelamin perempuan. 
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a. Persetubuhan terhadap anak menurut KUHP 
Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah  
Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar 
perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 
umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, 
bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. 
 
Bagian inti delik dari pasal diatas adalah : 
1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin 
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya 
belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum 
waktunya untuk kawin. 
 
Selanjutnya dalam pasal 287 (2) disebutkan „‟penuntutan hanya 
berdasarkan pengaduan, kecuali jika permpuan belum sampai dua belas 
tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294‟‟. 
Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari 
persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. 
Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap 
anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengewasannya, 
pembantu atau bawahannya. 
Jika rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di 
dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam 
unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun 
dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan / delik 
aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau 
laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana 
dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara 
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mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, 
yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum 
mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan 
atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan 
atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam 
penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana 
bias/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang 
dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan 
kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap 
berkewajiban melanjutkan proses perkara. 
Dalam pasal 287 tersebut, syarat persetubuhan harus dilakukan diluar 
perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan terhadap istri 
sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melaikan dengan 
pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP. 
b. Persetubuhan Menurut UU No 23 Tahun 2002 . 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat 
pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungn Anak. 
Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak 
diatur dalam pasal 81, yang berbunyi : 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah). 
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(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak  
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 
Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex Specialis derogat 
lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus 
mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian 
hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan 
perundang-undangan. 
Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 
81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat 
diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, 
sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak terlah diatur 
secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang 
dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang 
Perlindungan Anak merupakan “lex spesialis derogate lex generalis” dari 
Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-
undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana. 
2. Anak 
Anak adalah penerus masa depan bangsa. Tetapi dalam 
kenyataanya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak 
yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan 
mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya 
diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus 
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mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia 
yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang 
yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat 
dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian 
anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait 
dengan hal tersebut, yaitu: 
a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana: 
Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya 
belum mencapai 16 (enam belas) tahun. 
b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: 
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak 
lebih dahulu kawin. 
c. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1): 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
d. Pengertian Anak didalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1):  
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. 
e. Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2): 
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Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun. 
f. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut: 
Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
g. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak 
(convention on the right of the child) tahun 1989 sebagai berikut: 
Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan betas) 
tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 
kedewasaan dicapai lebih awal. 
Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, 
maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian 
anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Hukum 
Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dimana dalam Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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3. Perlindungan anak  
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-
cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan 
sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat 
kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar 
baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan 
usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan 
dan peranan, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi bangsa dan 
negara di kemudian hari. Jika mereka telah dewasa dan matang baik 
pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya 
menggantikan generasi terdahulu.  
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 
secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 
adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan 
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik agama, sosial, 
politik, dan ekonomi. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, 
baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 
Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. 
Arif Gosita (1989:35) mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu 
diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah 
penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam 
pelaksanaan perlindungan anak. 
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Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu 
sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. 
Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan 
bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang etektif dan efisien. Usaha 
perlindungan anak tidak boleh mengakibakan matinya inisiatif, kreatifitas, 
dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan 
berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dalam 
menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu 
sebagai berikut: 
a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi 
perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang 
hukum keperdataan. 
b. Perlindungari anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi: 
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang 
pendidikan. 
Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa: 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi.  
 
Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan 
anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk 
mencegah terjadinya pemberdayakan terhadap anak  yang mengalami 
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tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar 
dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara 
wàjar, baik fisik, mental, dan sosialnya. 
Arif Gosita (1989:52) berpendapat bahwa perlindungan anak adalah 
suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya. 
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung 
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha 
dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, 
pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan 
golongan yang rawan menjadi korban kejahatan disamping karena adanya 
golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. 
Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta 
pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu 
diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan 
perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul 
Hakim Garuda Nusantaran (1986:22) mengatakan bahwa : 
“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi 
pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya 
tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu 
pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”. 
 
Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut: 
1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang 
kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, 
serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. 
2) Dasar Etis ; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan 
etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku 
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menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan 
kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 
3) Dasar Yuridis ; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan 
pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan 
Iainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara 
integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan 
perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. 
 
B. Tindak Pidana dan unsur-unsur tindak pidana 
Dalam ilmu Hukum Pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan 
dari bahasa Belanda “strafbaar feit” yang merupakan istilah resmi dalam 
“Wetboek van Strafrecht” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 
masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. 
Menurut Wirdjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2011:75), 
menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.  
J.E. Jonkers (Adami Chazawi, 2011:75) menggunakan istilah 
peristiwa pidana yaitu “perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) 
yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” 
R.Tresna (Mardani, 2008:59) menggunakan istilah peristiwa pidana, 
“yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana 
yang diadakan tindakan penghukuman”.  
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CST Kansil (Mardani, 2008:60) menggunakan istilah delik, yaitu 
“perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. 
 Menurut Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182) yang dimaksud tindak 
pidana  adalah :  
“sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum”. Tindak pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang 
melanggar larangan tersebut.”  
 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2011:71), menggunakan istilah perbuatan 
pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut”. Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni 
perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa 
pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak 
tepat. 
 
Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin 
dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa 
beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. 
Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan 
ini serin disebut dualisme, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, 
Vos, Tresna, Roeslan Saleh, dan A. Zaenal Abidin. 
Selain pandangan dualisme, ada pandangan lain yakni pandangan 
monoisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan 
dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang 
berpandangan monoisme ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana, 
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antara lain, JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J.van Schravendijk, Simons, 
dan lain-lain. 
Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh para ahli hukum 
tersebut sebagai terjemahan delik (strafbaarfeit) menurut penulis tidak 
mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak 
merubah makna strafbaarfeit, merupakan hal yang wajar-wajar saja 
tergantung pemakaiannya. 
Unsur-Unsur Tindak Pidana : 
Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya 
maka yang pertama-tama harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia” 
karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang 
dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat 
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur 
objektif. 
1. Unsur Subjektif 
Menurut Leden Marpaung (2009:9), unsur subjektif adalah unsur yang 
berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada 
hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty 
unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). 
Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Pada umumnya para pakar 
telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni : 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
17 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn); 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
 
 Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni : 
1) tak berhati-hati; 
2) dapat menduga akibat perbuatan itu. 
2. Unsur Objektif 
Menurut Leden Marpaung (2009:9), unsur objektif merupakan unsur 
dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
a. Perbuatan manusia, berupa : 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
 
b. Akibat (result) perbuatan manusia. 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahan-kan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
 
c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain : 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, 
yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.  
 
Masing-masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri-sendiri. 
a.  Simons (Sudarto, 1997:178), unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan manusia (positif atau negatif); 
2) Diancam dengan pidana; 
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3) Melawan Hukum; 
4) Dilakukan dengan kesalahan; 
5) Oleh yang bertanggungjawab. 
 
Selanjutnya Simons (Sudarto, 1997:179), membedakan unsur-unsur 
Strafbaar feit antara unsur subyektif dan obyektif. 
1) Unsur subyektif yaitu : 
a) Orang yang mampu bertanggungjawab; 
b) Kesalahan (dolus atau culfa) artinya perbuatan harus dilakukan 
dengan kesalahan. 
 
2) Unsur Obyektif yaitu : 
a) Perbuatan orang; 
b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 
c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 
 
b.  Mezger (Sudarto, 1997:180), menyebutkan unsur-unsur tindak 
pidana yaitu : 
1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia; 
2) Bersifat mela wan hukum; 
3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang ; 
4) Dianca m dengan pidana. 
 
c. Van Hamel (Sudarto, 1997:180), unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU; 
2) Bersifat mela wan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
 
d.  Van Baumen (Sudarto, 1997:180), unsur-unsur tindak pidana 
adalah : 
1) Perbuatan oleh manusia; 
2) Bersifat mela wan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
 
Menurut Moeljatno (1984:89), golongan dualistis menyatakan bahwa 
untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 
a. Perbuatan oleh manusia; 
b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil). 
Selanjutnya Moeljatno menyatakan syarat formil itu harus ada karena 
adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, sama 
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halnya syarat-syarat materiil harus ada karena perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata 
dalam pergaulan masyarakat.  
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2009:10), unsur 
tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif 
adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa : 
a. Suatu tindakan, 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang.  
Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa : 
a. Kemampuan dapat dipertaggung-jawabkan; 
b. Kesalahan (schuld). 
Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2009:10), tiap-tiap per-buatan 
pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan 
yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah 
suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat 
untuk adanya perbuatan pidana, bisanya diperlukan juga adanya hal 
ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. 
 
Menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2009:10), unsur tindak pidana 
terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya 
Lamintang menyatakan sebagai berikut : 
“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat 
pada diri si pelaku atau behubungan dengan diri si pelaku dan 
termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 
keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”. 
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Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yang dimaksud oleh 
Lamintang adalah sebagai berikut (Leden Mapaung, 2009:11):  
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam 
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-
lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Kemudian unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yang 
dimaksud Lamintang adalah sebagai berikut (Leden Marpaung, 2009:11); 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam 
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kualitas, yakni hubungan dari suatau tindakan sebagai penyebab 
dengan suatau kenyataan sebagai akibat. 
 
Mencermati pendapat para pakar diatas tentang unsur-unsur tindak 
pidana, maka pendapat Satochid Kartanegara yang memasukkan 
loerekeningsvalbaarheid sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini karena 
tidak semua ontoerekening-svalbaarheid bersumber dari diri pribadi si pelaku 
namun antara lain dapat bersumber dari overmacht atau amblelijk bevel 
(pelaksanaan perintah jabatan). 
Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah 
unsur yang melekat pada diri pribadi si pelaku adalah tepat, tetapi yang 
tersebut pada butir 2, 3 dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya termasuk 
jenis “kesengajaan” pula. 
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Vos (Adami Chazawi, 2005:72) merumuskan bahwa straafbaar feit 
adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan-
peraturan perundang-undangan. 
Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur 
tindak pidana adalah (Adami Chazawi, 2005 : 80): 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peraturan perundang-undangan. 
J.E Jonkers (Adami Chazawi, 2005:75), yang merumuskan peristiwa 
pidana ialah : 
“perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” 
 
Dari batasan yang dibuat oleh Jonkers (penganut paham monoisme) 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah (Adami Chazawi, 2005 : 81) : 
1. Perbuatan ; 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4. Dipertanggungjawabkan. 
 
Walaupun rincian yang dibuat Vos dan Jonkers di atas tampak 
berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur yang mengenai 
dirinya. 
C. Pertanggungjawaban pidana  
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
terokenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 
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terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang 
terjadi atau tidak.  
Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa 
pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat 
dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. 
 Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu : 
1. Mampu bertanggungjawab 
Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang terlarang (diharuskan), 
seseorang akan dipertanggung jawab-pidanakan atas tindakan-tindakan 
tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari 
sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu 
bertanggungjawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan. 
Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab jika pada umumnya : 
1. Keadaan jiwanya: 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair) 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) 
dan 
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkara lain dia dalam 
keadaan sadar. 
2. Kemampuan jiwanya : 
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a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya. 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apabila akan dilaksanakan atau tidak, dan 
c. Dapat mengetahui ketercelakaan dari tindakan tersebut. 
Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa”  (geestelike vermogens) bukan dari keadaan dan 
kemampuan “berfikir”  (verstandelike vermogens) dari seseorang, 
walupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP 
adalah verstandelijke vermogens. 
2. Kesalahan 
 Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena 
kalalaiana telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjwaba. Kesalahan selalu ditunjukan pada perbuatan yang tidak 
patut. 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari : 
 
1. Kesengajaan (opzet) 
 Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. 
  Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 
a. Sengaja sebagai niat (oogmerk). 
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Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik 
yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki 
mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya 
ancaman hukuman pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn). 
Kesengajaan semacam ini terwujudnya delik bukan merupakan 
tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak 
sebelum/padasaat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
c. Sengaja sadar atau kemungkinan (dolus eventualis, 
mogelikeheidsbewustzijn). 
Kesengajaan sebagai sadar merupakan terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, malainkan merupakan syarat yang 
mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku 
tercapai. 
2. Kealpaan (culpa) 
 Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya 
tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut 
undang-undang, kelalaian terjadi dikarenakan perilaku orang itu 
sendiri.  
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka 
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tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP. 
b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat 
dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang 
oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain 
sebagimana diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP. 
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. sutorius, skema 
kelalaian atau culpa yaitu : 
a.  Culpa lata yang disadari (alpa) 
 Conscious : kelalain yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono, lalai, dan tidak acuh. 
 Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk 
itu akan terjadi. 
 
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara laian 
kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus 
sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian. 
 
3. Tidak ada alasan pemaaf 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 
bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang 
akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat 
menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia 
menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu 
adalah “kesengajan” atau “kealpan”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan 
sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu 
berada di luar kehendaknya sama sekali (Andi Zainal Abidin Farid, 1995). 
26 
Menurut Ruslan Saleh (E.Y. Kanter, S.K. Sianturi, : 25) mengatakan 
bahwa : 
“Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung-
jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus 
keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk 
dalam pengertian kesalahan (schuld)”. 
 
Menurut Pompe (E.Y. Kanter, S.K. Sianturi, : 25) mengatakan bahwa: 
“Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
“kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari 
kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada 
pidana, tanpa kesalahan”. 
 
Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa Unsur subjektif adalah 
adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga 
perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. 
Unsur-unsur subjektif yaitu : 
1. Kesalahan 
2. Kesengajaan 
3. Kealpaan 
4. Perbuatan 
5. Sifat melawan hukum 
 
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai 
melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. 
Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 
terdapat dalam KUHP yaitu : 
1. Daya paksa relatif (pasal 48 KUHP) 
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat 2 
KUHP), dan 
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa 
mengira perintah itu sah (pasal 52 ayat 2 KUHP).  
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D. Tindak Pidana Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan 
bahwa : 
“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasaan dan diskriminasi”.  
 
Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan 
tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:   
Pasal 2 : 
penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:  
1. Non diskriminasi  
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak  
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan  
4. Penghargaan terhadap anak.  
 
Pasal 3 : 
perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan 
sejahtera. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap manusia, baik 
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara.  
 
Pasal 20 :  
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 
berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak. 
 
Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha 
perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak  No 23 
tahun 2002 pasal 21, 22, 23, dan 24 yaitu: 
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Pasal 21 : 
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab 
Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, 
budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan 
kondisi fisik dan/atau mental. 
 
Pasal 22 : 
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab 
Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak.  
 
Pasal 23 : 
Negara dan pemerintah Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang 
tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab 
terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.  
 
Pasal 24 : 
Negara dan pemerintah Menjamin anak untuk mempergunakan 
haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan 
tingkat kecerdasan anak.  
 
Pasal 25 : 
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan 
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak.  
 
Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha 
perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 
Perlindungan Anak, yaitu:  
1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
2. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya;  
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
 
E.  Jenis – jenis Pidana 
   Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan 
pidana yang telah termaktub dalam Pasal 10.Diatur dua pidana yaitu pidana 
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pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana 
dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ; 
1. Pidana mati; 
2. Pidana penjara; 
3. Pidana kurungan ; 
4. Pidana denda  ; 
 
Pidana tambahan meliputi : 
        1. Pencabutan beberapa hak tertentu ; 
        2. Perampasan barang-barang tertentu ; 
        3. Pengumuman putusan hakim ; 
 
Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai 
berikut : 
A. Pidana Pokok 
1) Pidana Mati 
  Dalam tata urutan stetsel pidana, maka pidana mati itu merupakan 
jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga 
merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di 
Indonesia. 
 Ada beberapa pidana di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana 
mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), 
pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya. Bahkan beberapa 
Pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati (Bambang 
Waluyo, 2002: 13) misalnya: 
a. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104; 
b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat 
(2) 
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c. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1); 
d. Memberi pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam perang, 
Pasal 124 ayat (3); 
e. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal140 ayat (3) 
dan Pasal 340; 
f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu 
malam dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan 
ada orang yang terluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4) 
g. Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada orang 
mati, Pasal 444; 
h. Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan 
sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan 
negara, Pasal 124 bis; 
i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan 
angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129; 
j. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2)      
Menurut ketentuan naskah KUHP (Bambang Waluyo, 2002: 14-15), 
hal-hal yang perlu diketahui mengenai pidana mati yaitu : 
a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak 
terpidana mati. 
b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum. 
c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur 18 
tahun. 
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d. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau sakit jiwa 
ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa itu 
sembuh. 
e. Pidana mati baru bisa dilaksanakan jika sudah ada persetujuan 
presiden. 
f. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 
selama 10 tahun, jika : 
1) Reaksi masyarkat terhadap terpidana tidak terlalu besar, 
2) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk 
memperbaiki, 
3) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu 
penting, dan 
4) Ada alasan yang meringankan. 
g.  Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan 
perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana 
seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman. 
h. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan 
perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki 
maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. 
i. Jika permohonan grasi ditolak pelaksanaan pidana mati tidak 
dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri 
maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup 
dengan keputusan menteri kehakiman. 
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 2)  Pidana Penjara 
Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 91), 
menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga 
berupa pengasingan. 
Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari 
sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan 
Saleh (1983 : 62), bahwa :  
Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan 
kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk 
seumur hidup atau untuk sementara waktu. 
Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh 
tahun). 
Sedangkan P.A.F. Lamintang (1988 : 69) menyatakan bahwa : 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga 
Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan 
yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang 
telah melanggar peraturan tersebut. 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, 
seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan 
umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. 
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Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika 
seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi 
Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 92), yaitu : 
   “Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja 
dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga 
narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti : 
1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di 
negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar 
kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral 
dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. 
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik. 
3. Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini 
telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya 
saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan 
lain-lain). 
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut 
hukum perdata. 
7. Hak untuk kawin. Meskipun ada kalanya seseorang kawin 
sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan 
keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka. 
8. Beberapa hak sipil yang lain. 
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3)  Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, 
keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 
kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan 
mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga kemasyaraktan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
denganpidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa 
berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP 
yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman 
pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya  satu hari dan paling lama satu 
tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa: 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan 
karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat 
ditambah menjadi satu tahun empat bulan.Pidana kurungan sekali-kali tidak 
boleh lebih dari satu tahun empat bulan”. 
Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 : 289), pidana 
kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu : 
1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut 
kejahatan kesusilaan, yaitu delicculpa dan beberapa delic dolus, 
seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit 
sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana 
penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan. 
2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk 
delik pelanggaran. 
Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 
kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan 
khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara. 
4).   Pidana Denda 
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  Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 
kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia 
telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.  
Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh 
Van Hattum (Tolib Setiady, 2010 : 104) bahwa : 
Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah 
menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-
pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. 
Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama 
terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada 
larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama 
terpidana.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan 
dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari lokasi 
tersebut penulis dapat mencari dan mendapatkan data serta informasi yang 
relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan 
wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam 
putusan yang penulis teliti di Pengadilan Negri Makassar. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 
berupa buku-buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan 
dan bahan tulisan yang berkaitan erat dengan objek yang akan 
dibahas. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan 
data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-
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buku, peraturan perundang-undangan, makalah serta data yang 
didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain 
yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan 
Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan 
melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum di 
Pengadilan Negeri Makassar, Dalam hal ini adalah salah satu hakim 
di Pengadilan Negeri Makassar. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Persetubuhan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan No. 
761/Pid.B/2013/PN.Mks. 
1. Posisi Kasus 
Bahwa Terdakwa IRSAN alias ICCANG dan saksi korban EKAWATI 
FADILA berpacaran pada awal bulan oktober tahun 2012. Bahwa pada hari 
dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan oktober tahun 2012 
sekitar pukul 21.00 bertempat di Tanjung Bayam kota Makassar, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih barada dalam daerah 
Pengadilan Negri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
Bahwa berawal pada akhir bulan oktober 2012 pukul 21.00 terdakwa 
IRSAN alias ICCANG menjemput saksi korban Ekawati Fadila di rumahnya 
di jalan Kerung-kerung Lorong Santaria Kel. Barabaraya kota Makassar 
menuju ke Tanjung Bayam Kota Makassar dengan menggunakan sepeda 
motor. Di sana terdakwa menyewa sebuah pondokan lalu saat dalam 
pondokan terdakwa mulai mencium pipi, bibir sambil memeluk saksi korban. 
Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melaukan hubungan 
persetubuhan selayaknya hubungan suami istri. Terdakwa membujuk dan 
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merayu saksi korban dengan mengatakan “ ayo begitu (melakukan 
hubungan badan) kalau sudah begitu kita akan menjadi suami istri karena 
saya akan bertanggung jawab “namun saksi korban hanya diam saja 
sehingga terdakwa kembali membujuk dan merayu saksi korban dengan 
kata “saya sayangko” sehingga saksi korban pun mau dan hanya diam saja 
saat terdakwa membaringkan saksi korban dan membuka baju saksi korban 
kemudian mengangkat ke atas beha saksi korban, selanjutnya terdakwa 
menurunkan celana saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa membuka 
celananya dan menindih saksi korban, lalu terdakwa memasukan klaminnya 
(penis) kedalam kelamin saksi korban (vagina) dan melakukan gerakan naik 
turun sampain cairan sperma terdakwa keluar.  
Selanjutnya sekitar bulan januari 2013 saksi korban pergi dengan 
trdakwa selama 3 hari dan kembali pulang ke rumah. Bahwa pada hari sabtu 
tanggal 09 februari 2013 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa datang lagi ke 
rumah saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi jalan-
jalan dengan mengatakan “ Eka kita pergi jalan-jalan karena ini malam 
minggu ji” sehingga saat itu saksi korban pun ikut dengan terdakwa,  tanpa 
terdakwa / saksi korban meminta izin kepada orang tua/wali saksi korban 
yaitu Pr.ENNY, namun sampai tanggal 30 maret 2013 terdakwa tidak 
mengembalikan / memulangkan saksi korban ke rumahnya ataupun tidak 
memberitahukan orang tua/wali saksi korban tentang keberadaan saksi 
korban tetapi terdakwa justru membawa saksi korban pergi ke rumah teman 
terdakwa yaitu Pr. NURJANNAH alias NUR di jalan Rajawali Rusun lantai 3 
40 
No. 4 kota Makassar dengan alasan kalau terdakwa mau kawin lari bersama 
dengan saksi korban tanpa izin dan sepengetahuan orang tua/wali saksi 
korban yaitu Pr,ENNY, dan sampai sekarang saksi korban tidak di nikahi 
oleh terdakwa namun terdakwa malah menyetubuhi saksi korban beberapa 
kali di rumah Pr. NURJANNAH. 
1. Dakwaan Penuntut Umum 
Isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang di bacakan di 
hadapan majelis hakim pengadilan negeri makassar, yaitu sebagai 
berikut : 
PERTAMA : 
Bahwa terdakwa IRSAN alias ICCANG pada tanggal yang sudah tidak 
di ingat lagi sekitar bulan oktober 2012 sampai dengan bulan 2013 atau  
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2012 sampai 
bulan maret tahun 2013  bertempat di jalan tanjung bayam kota makassar 
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum pengadilan Negri Makassar, dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak 
yaitu EKAWATI FADILA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain 
sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa dan saksi korban EKAWATI FADILA berpacaran 
sekitar bulan oktober tahun 2012, terdakwa menjemput saksi korban 
di rumahnya di jalan kerung-kerung lorong santaria kel. Barabaraya 
kota Makassar menuju ke Tanjung Bayam kota Makassar lalu 
terdakwa menyewa sebuah pondokan lalu saat didalam pondokan 
terdakwa mulai mencium pipi, bibir sambil memeluk saksi korban lalu 
terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan persetubuhan 
layaknya suami istri dengan cara merayu, membujuk saksi korban 
dengan mengatakan “ayo begitu (melakukan hubungan badan) kalau 
sudah begitu kita akan menjadi suami istri karena saya akan 
bertanggung jawab” namun saksi korban hanya diam saja sehingga 
terdakwa kembali membujuk dan merayu saksi korban dengan 
berkata “saya sayangko, kalau terjadi sesuatu atau hamil saya 
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bertanggung jawab” sehingga saksi korbanpun mau dan hanya diam 
saja saat terdakwa membaringkan saksi korban dan membuka baju 
saksi korban kemudian mengangkat ke atas beha yang saksi korban 
kenakan lalu terdakwa mengisap payudara saksi korban selanjutnya 
terdakwa menurunkan celana saksi korban sampai lutut kemudian 
terdakwa membuka celananya dan menindih saksi korban lalu 
terdakwa memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin vagina / 
alat reproduksi saksi korban dan melakukan gerak naik turun 
beberapa kali sampai dengan cairan sperma terdakwa keluar dan 
ditumpahkan di atas bale-bale. 
- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar 
Nomor : Ver/25/III/2013/RUMKIT tanggal 03 maret 2013 yang di buat 
oleh dr. Mauluddin M, Sp.F dengan hasil pemeriksaan: 
tampak luka robek lama pada selaput darah arah jam 1, 3, dan 5 yang 
diakibatkan persentuhan benda tumpul.  
Kesimpulan : Ditemukan adanya luka robek lama pada selaput darah 
yang dapat sesuai akibat persetubuhan. 
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya terhadap saksi 
korban EKAWATI FADILA lebih dari 1(satu) kali sejak terdakwa dan 
saksi korban pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri 
yaitu 01 desember 2012 di Tanjung Bayam sampai 30 februari 2013 
yang bertempat di jalan Rajawali Rusun lantai 3 No 4 kota Makassar. 
- Bahwa saat terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk 
bersetubuh layaknya pasangan suami istri dengan terdakwa, saksi 
korban EKAWATI FADILA masih berusia 14 tahun (27 september 
1999 sesuai dengan kartu keluarga yang terlampir dalam berkas 
perkara). 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, orang tua / wali saksi 
korban merasa keberatan karena korban masih belum cukup umur 
dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 
Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 
.......................................................ATAU........................................... 
 
KEDUA : 
Bahwa terdakwa IRSAN Alias ICCANG pada hari sabtu tanggal 09 
februari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 
tahun 2013 bertempat di jalan Kerung-kerung Lorong Santaria Kel. 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Makassar, 
Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki 
orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengn maksud 
untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam 
maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa 
dengan cara antara lain sebagai berikut : 
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- Bahwa terdakwa dan saksi korban EKAWATI FADILA berpacaran 
sekitar bulan oktober  tahun 2012 dan sudah beberapa kali janjian 
dan pergi jalan-jalan bersama-sama lalu sekitar bulan januari 2013 
saksi korban pergi dengan terdakwa selama 3 hari namun saksi 
korban pulang kembali kerumah. 
- Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban lalu terdakwa 
mengajak saksi korban untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan “ 
Eka kita pergi jalan-jalan karena ini malam minggu ji” sehingga saat 
itu saksi korban pun ikut tanpa terdakwa / saksi korban meminta izin 
kepada orang tua/wali saksi korban yaitu Pr.ENNY, namun sampai 
tanggal 03 maret 2013 terdakwa tidak mengembalikan / 
memulangkan saksi korban ke rumahnya ataupun tidak 
memberitahukan orang tua/wali saksi korban tentang keberadaan 
saksi korban tetapi terdakwa justru membawa saksi korban pergi ke 
rumah teman terdakwa yaitu Pr. NURJANNAH alias NUR di jalan 
Rajawali Rusun lantai 3 No. 4 kota Makassar dengan alasan kalau 
terdakwa mau kawin lari bersama dengan saksi korban tanpa izin dan 
sepengetahuan orang tua/wali saksi korban yaitu Pr,ENNY, dan 
sampai sekarang saksi korban tidak di nikahi oleh terdakwa namun 
terdakwa malah menyetubuhi saksi korban beberapa kali di rumah Pr. 
NURJANNAH. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, orng tua/wali merasa 
keberatan karena korban masih belum cukup umur dan melaporkan 
hal tersebut kepada pihak yang berwajib. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 
Pasal 332 ayat (1) KUHP. 
 
 Untuk membuktikan dakwaannya, maka penuntut umum di 
persidangan mengajukan alat bukti berupa surat keterangan hasil 
visum et revertum , surat keterangan kartu keluarga, keterangan 
saksi-saksi dan keterangan terdakwa.  
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di 
persidangan yang di kaitan dengan pembuktian unsur-unsur 
dakwaan, maka menurut jaksa penuntut umum dakwaan alternatif 
yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti yaitu 
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melanggar pasal 81 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Unsur Setiap orang  
- Bahwa Yang di maksud dengan unsur setiap orang dalam hal 
ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat 
di pertanggungjawabkan perbuatannya.  
- Bahwa dalam hal ini yang di maksud dengan setiap orang 
adalah terdakwa Irsan alias Iccang yang menurut berkas 
perkara dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) N0.23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak. 
- Bahwa terdakwa di persidangan telah menunjukan kecakapan 
dan kempuan di mana terdakwa mempunyai fisik dan psikis 
yang sehat, sehingga dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
b. Dengan sengaja 
- Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari 
wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan 
akibat tersebut, atau sebagai keinsafan kepastian akan 
datangnya akibat itu sebagai keinsafan kemungkinan akan 
datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan 
sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. 
- Bahwa benar , terdakwa Irsan alias Iccang pada bulan oktober 
2012 pukul 21.00 di jalan tanjung bayam kota makassar telah 
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melakukan persetubuhan  dengan saksi korban Ekawati Fadila, 
yang dimana pada saat itu umur saksi korban masih 13 tahun 8 
bulan.  
- Bahwa benar, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan 
cara membujuknya dengan mengatakan mengatakan “ayo 
begitu (melakukan hubungan badan) kalau sudah begitu kita 
akan menjadi suami istri karena saya akan bertanggung jawab” 
namun saksi korban hanya diam saja sehingga terdakwa 
kembali membujuk dan merayu saksi korban dengan berkata 
“saya sayangko, kalau terjadi sesuatu atau hamil saya 
bertanggung jawab” sehingga saksi korbanpun mau menuruti 
permintaan korban untuk bersetubuh. 
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah beberapa kali 
melakukan hubungan persetubuhan. Dengan demikian unsur 
ini telah terpenuhi. 
c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.  
Bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, 
alat bukti surat dan ketrangan terdakwa : 
- Bahwa benar pada bulan oktober 2012 terdakwa menjemput 
saksi korban, dan membawa saksi korban ke tanjung bayam 
dengan menggunakan sepeda motor. Di sana terdakwa 
menyewa pondokan. Di dalam pondokan terdakwa mulai 
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mencium pipi, bibir sambil memeluk saksi korban lalu terdakwa 
mengajak untuk melakukan hubungan persetubuhan layaknya 
suami istri dengan cara merayu, membujuk saksi korban 
dengan mengatakan “ayo begitu (melakukan hubungan badan) 
kalau sudah begitu kita akan menjadi suami istri karena saya 
akan bertanggung jawab” namun saksi korban hanya diam saja 
sehingga terdakwa kembali membujuk dan merayu saksi 
korban dengan berkata “saya sayangko, kalau terjadi sesuatu 
atau hamil saya bertanggung jawab” sehingga saksi korbanpun 
mau dan hanya diam saja saat terdakwa membaringkan saksi 
korban dan membuka baju saksi korban kemudian mengangkat 
ke atas beha yang saksi korban kenakan lalu terdakwa 
mengisap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa 
menurunkan celana saksi korban sampai lutut kemudian 
terdakwa membuka celananya dan menindih saksi korban lalu 
terdakwa memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin 
vagina / alat reproduksi saksi korban dan melakukan gerak 
naik turun beberapa kali sampai dengan cairan sperma 
terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas bale-bale. Dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi.  
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Dimuka pengadilan jaksa penuntut umum pada tanggal 10 juli 2013 
No. Reg. Perk :PDM – 1156/Mks/ep/09/08 yang pada pokoknya 
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memuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan : 
1. Menyetakan terdakwa IRSAN Alias ICCANG terbukti bersalah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaiman di atur 
dan di ancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRSAN Alias ICCANG dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selam masa 
penagkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan 
perintah tetap berada dalam tahanan. 
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa IRSAN Alias ICCANG 
sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka di ganti 
dengan pidana kurungan yang lamanya adalah 2 (dua) bulan. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).  
 
3. Analisis Penulis  
 Mengingat bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral 
dalam perneriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan 
merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut 
adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umurn dalam penyusunan 
Surat Dakwaan. 
Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan 
pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat 
dikategorikan : 
a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan 
sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar 
pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; 
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b. Bagi Penutut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar 
pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan 
upaya hukum; 
c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan 
dasar untuk mempersiapkan pembelaan. 
Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi: 
a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut 
Umum pernbuat Surat Dakwaan; 
b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa 
yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. 
Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. 
Meliputi: 
a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana 
yang didakwakan; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan 
tempat Tindak Pidana itu dilakukan. 
Adapun jenis-jenis surat dakwaan sebagai berikut : 
1. Tunggal 
Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang 
didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk 
mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.  
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2. Altermatif 
Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun 
secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan 
bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk 
dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang 
Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. 
Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu 
dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak 
perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi 
langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah 
satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu 
dibuktikan lagi. 
3. Subsidair. 
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga 
terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara 
berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai 
pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara 
berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan 
pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai 
dari lapisan terates sampai dengan lapisan yang dipandang 
terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas 
dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang 
bersangkutan. 
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4. Kumulatif. 
Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak 
Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi 
satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tigas 
dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini 
dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak 
Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang 
berdiri sendiri. 
5. Kombinasi 
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini 
dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan 
dakwaan alternatif atau Subsidair.  
Seseorang jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan dan 
surat tuntutan,  agar terdakwa tidak dapat bebas dari jerat hukum. Hakim 
dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang di 
rumuskan dari surat dakwaan. Seseorang terdakwa hanya dapat di jatuhi 
hukuman karena telah terbukti dipersidangan bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan.  
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan 
alternatif. Dimana terdapat beberapa dakwaan yang di susun secara 
berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan 
dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun terdiri dari beberapa dakwaan 
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namun hanya satu dakwaan saja yang di buktikan, atau jika salah satu terlah 
terbukti maka dakwaan pada lapisan lain tidak perlu di buktikan lagi.  
Dakwaan yang didakwakan ialah : 
Pertama  :Melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. ATAU 
Kedua :Melanggar pasal 332 ayat (1) KUHP  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta di 
perkuat dengan adanya alat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan dan 
semua itu dapat di pandang saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan 
terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam pasal 81 ayat 
(2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Adapun unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang di atur dalam 
pasal 81 ayat (2) UU.No 23 Tahun 2002 adlah sebagai berikut : 
- Unsur subjektif : 
setiap orang  
- Unsur objektif : 
1. Dengan sengaja  
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2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.  
Berkaitan dengan masalah di atas penulis melakukan wawancara 
dengan salah seorang hakim pengadilan negeri makassar yaitu dengan 
bapak Suprayogi, SH. (wawancara senin tanggal 2 desember 2013)  yang 
menyatakan bahwa : 
Penerapan hukum pidana pada perkara ini berdasarkan alat bukti, 
keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta fakta-fakta 
yang terungkap di persidangan sudah sesuai karena telah memenuhi 
unsur-unsur tindak pidna persetubuhan terhadap anak sebagaimana 
dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak.  
Selanjutnya yang sering menjadi kendala majelis hakim dalam memeriksa 
perkara yang khusunya mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak, yaitu menurut bapak Supryogi, SH. (wawancara senin taanggal 2 
desember 2013) yang mengatakan bahwa : 
Dalam proses persidangan yang menjadi kendala pada umumnya 
yaitu dalam pemeriksaan saksi yang biasanya sering tidak hadir pada 
saat pemanggilan untuk mendengengarkan keterangan saksi , 
sehingga menghambat jalannya proses persidangan dan terkadang 
dilakukan penundaan persidangan.  
Adapun tujuan penjatuhan sanski terhadap tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur pada perkara 
nomor : 761/Pid.B/2013/PN.Mks menurut bapak Supryogi, SH. (wawancara 
senin taanggal 2 desember 2013) yang mengatakan bahwa : 
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam 
puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak di ganti maka di 
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ganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan tujuan agar terdakwa 
jera dan dapat memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi perbuatannya. 
Pemidanaan merupakan hasil keputusan dari majelis hakim, sebelum 
majelis hakim mengambil keputusan terhadap sanksi pidana yang akan di 
jatuhkan kepada terdakwa, maka majelis hakim harus mempertimbangkan 
terlebih dahulu perbuatan dan unsur pertanggungjawaban yang ada pada 
diri terdakwa. Sehingga sanksi pidana yang di jatuhkan diharapkan dapat 
menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan 
rasa keadilan di masyarakat. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan sanksi Pidana 
terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 
Dalam Putusan Nomor :761/Pid.B/2013/PN.Mks. 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti 
dengan pertimbangan hukum semata-mata, melaikan persoalan keadilan 
biasanya di hubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, 
dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah 
kemenangan atau kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk 
memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan bersifat abstrak, 
tergantung dari sisi mana kita memandangnya.  
 Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim 
dalam putusan nomor : 761/Pid.B/2013/PN.Mks, yaitu sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim                 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melaikan 
persoalan keadilan biasanya di hubungkan dengan kepentingan 
individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum 
sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh 
pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman 
bahwa sebuah keadilan bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana 
kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan 
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tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum 
tetapi juga memenuhi rasa keadilan.  
 Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim 
dalam putusan nomor : 761/Pid.B/2013/PN.Mks, yaitu sebagai berikut : 
2. Pertimbangan Hakim 
Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang di lakukan oleh 
terdakwa Irsan Alias Iccang terhadap saksi korban Ekawati Fadila adalah 
sebagai berikut : 
Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa yang meminta agar 
hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. 
Adanya alat bukti surat hasil visum at revertum yang menunjukan 
tampak luka robek lama pada selaput darah yang diakibatkan persentuhan 
benda tumpul, serta alat bukti surat keterangan kartu keluarga yang 
menunjukan bahwa umur korban masih 13 tahun 8 bulan, yang menunjukan 
bahwa korban masih anak-anak.  
Menimbang bahwa terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum 
melanggar pasal 81 ayat (2) undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
Menimbang bahwa telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di 
bawah sumpah menurut agama masing-masing antara lain sebagai berikut :  
Saksi (korban) Ekawati Fadila , saksi Enny, saksi Nurjanna, saksi 
telah memberikan keterangan sesuai apa yang di berikan kepada penyidik 
dan keterangan telh termuat dalam berita acara persidangan di mana 
keterangan pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan 
membenarkan perbuatan terdakwa. 
Menimbang,bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbutannya. 
 Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah 
terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah telah melakukan 
perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada pasal 
81 ayat (2) undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. 
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 Menimbang, selama pemeriksaan di depan persidangan pada diri 
terdakwa tidak terungkap alasan-alasan penghapusan pertanggungjawban , 
baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian terdakwa 
adalah subjek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, oleh 
karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut. 
Menimbang, bahwa majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus 
dihukum pula untuk membayar ongkos perkara. 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka penahanan 
terdakwa harus tetap di lanjutkan,.agar terdakwa melarikan diri. 
 Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangi 
dari hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa 
Menimbang, sebelum menentukan lamanya pidana yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan meringankan pidana, sebagai berikut : 
Hal- hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban, 
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan agama dan kesusilaan, 
- Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, 
Hal-hal yang meringankan:  
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, 
- Terdakwa sopan dan jujur mengenai perbuatannya, 
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya, 
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan 
memperbaiki kelakuannya dikemudian hari, 
-  
3. Amar Putusan 
Ada pun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut : 
MENGADILI : 
1. Menyatakan terdakwa IRSAN Alias ICCANG telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 
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60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penagkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan 
jenis penahanan rumah tahanan negara. 
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
4. Analisis penulis 
Pertimbangan hukum majelisa hakim dalam memutus perkara harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang 
mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus 
mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara mendengarkan 
keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta menciptakan rasa 
keadilan bagi masyarakat.  
Berdasarkan putusan nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks, menyatakan 
bahwa terdakwa Irsan Alias Iccang terbukti secara sah  dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah 
umur. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 
dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 
1 (satu) bulan.  
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Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang 
melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah 
orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa 
melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasaan pemaaf. 
Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi 
pemidanaan  sudah tepat. Sanski tersebut di berikan untuk memberikan efek 
jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi 
perbuatannya dikemudian hari.  
Majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman  
penjara 3 (tiga) tahun, denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan, karena dalam pasal 81 ayat (2) undang-
undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu mengatur 
pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara, sehingga 
dalam hal ini majelis hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana dibawah 
3 tahun penjara.  
Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus 
perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar 
dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.  
Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih 
dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
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dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di jatuhkan dapat 
mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan nomor: 
761/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai karena telah memenuhi 
unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak.  Serta selama pemeriksaan di 
persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyata mampu 
bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal 
atas perbuatannya. 
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap tindak pidan persetubuhan terhadap anak dalam studi 
kasus putusan nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks Telah sesuai 
dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP yakni sekurang-
kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim.  Alat bukti 
dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat  dan keterangan 
terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak 
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pidana persetubuhan terhadap anak. Serta hakim telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa.  
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih 
memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan 
persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. 
Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa 
saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi 
pelaku. 
2. Diharapkan para orang tua agar lebih memperhatikan dan  
meningkatkan pengawasan terhadap anak.   
3. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus 
mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan 
orang-orang di lingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap 
percaya diri serta dapat berprestasi. 
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